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Puiji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sekayu tahun 2018 ini dapat
diselesaikan tepat waktu. LK]jIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas
kinerja Pengadilan Negeri Sekayu selama tahun 2018 dan merupakan sarana untuk
melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Sekayu baik
yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 serta memperhatikan Peraturan
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 fentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Sekayu beserta
analisis capaiannya selama tahun 2018. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri
Sekayu telah berhasil dicapai dengan baik, Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam
merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun
berikutnya.

Kami berharap agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh
pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu dalam meningkatkan kinerja di masa yang
akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS Il [LKJiP 2018 -



*

Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 telah
menetapkan visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Sekayu Yang Agung”.Visi tersebut
merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (Blue Prinf)
Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang
Agung”.

Penetapan visi Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il tersebut lahir dari sebuah keyakinan
bahwa langkah awal untuk mewujudkan Badan Peradilan yang agung adalah dengan cara
membersihkan seluruh aparatur pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan
nepotisme serta prakiek mafia peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian, seperti dari
segala bentuk campur tangan pihak lain, baik terhadap struktur kelembagaan maupun dalam
menyelenggarakan proses peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian
atau sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara
kelembagaan maupun proses peradilan.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il telah melakukan
upaya yang nyata yaitu turut berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik
(good public governance) menuju GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNANCE atau
dalam saduran bahasa Indonesia berarti bermakna tata kepemerintahan yang baik atau
penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo);

Martabat badan peradilan melahirkan kewibawaan yang tercermin dari performance
lembaga, produk dan integritas aparatumnya.Penampilan pengadilan sebagai lembaga peradilan
negara yang representative sangat penting untuk menambah kewibawaan pengadilan, demikian
pula produk pengadilan, baik berbentuk putusan maupun penetapan, wajib memenuhi rasa
keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi
manfaat bagi masyarakat.Dukungan sumber daya manusia yang professional dan memiliki
integritas moral tinggi juga sangat menentukan dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga
peradilan. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap
badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan
dihormati.
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Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan empat misi utama yang dipandang
sebagai langkah yang amat penting dan strategis untuk dilaksanakan karena mendasari seluruh
kebijakan, program, dan kegiatan yang secara khusus untuk lingkungan Pengadilan Negeri
Sekayu Kelas Il yakni :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sekayu

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sekayu

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sekayu

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il terdiri dari kinerja di bidang
pelayanan hukum dan kinerja di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan hukum.
Meskipun tidak diuraikan secara rinci, kinerja di bidang pelayanan hukum dimasukkan ke dalam
rencana dan penetapan kinerja tahunan serta laporan kinerja tersebut adalah untuk menepis
anggapan bahwa program kerja yang harus ditetapkan dan dilaporkan dalam LKjIP hanyalah
program kerja yang ada kaitannya dengan anggaran saja karena harus dipertanggungjawabkan
kepada publik. Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il berpendapat bahwa anggapan tersebut
kurang tepat karena akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau
menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu
organisasi kepada pihak yang memliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggung-jawaban, menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang
mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek
tingkah laku birokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal
terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan.

Dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan sebagaimana harapan Publik
akan wujud wibawa peradilan yang agung, mumi, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
maka Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il telah mencanangkan Zona Integritas dalam
mewujudkan rasa keadilan yang penuh rasa tanggung jawab serta berwibawa bagi pencari
keadilan.

Dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung serta memiliki rasa keadilan yang
mengedepankan keadilan yang hakiki, dan berkomitmen melayani tanpa dilayani sebagaimana
Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani, maka tidak hanya unsur stakeholder Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il
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namun juga seluruh elemen lapisan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas || memiliki nafas yang
sama dalam melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Semoga semboyan Stop Korupsi, Stop Gratifikasi, Stop mafia Peradilan, dan lain-lain,
tidak hanya menjadi slogan semata namun semangat Reformasi bisa sejalan dengan semangat
dan jiwa sejati Hukum yang hadir untuk menyempumakan ritus perjalanan manusia menuju
kesempurnaan. Melahirkan satu tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban. Sebagai
spirit, Dewi Keadilan adalah mimpi bagi pendamba keadilan dimanapun, tak terkecuali di
Indonesia.

Sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah yang fertuang dalam surat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
No.239/1X/6/8/2003, maka kinerja Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il dievaluasi melalui Indikator
Kinerja masukan (inpuf), keluar (output), dan hasil (outcomes) dengan mengkomparasikan antara
target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja sasaran dan kegiatan pada tahun 2018.
Dan evaluasi yang telah dilakukan, hasil pengukuran menunjukkan bahwa persentase
pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il secara keseluruhan pada tahun 2018
adalah sebesar 84%. Nilai capaian tersebut dianggap cukup baik.

Adapun aspek akuntabilitas keuangan, dan total anggaran yang tercantum dalam DIPA
01 (Unit organisasi Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Ditien Badilum) tahun 2018
sebesar :

1. DIPA 01 : Rp.5,755,056,000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima puluh enam
ribu rupiah) adapun rincian sebagai berikut :

NO| JENIS BELANJA PAGU REALISASI SISA %

1 | Belanja Pegawai Rp. 4,119,020,000 | Rp. 4,116,288,509 Rp. 2,731,491 99.93%

2 | Belanja Barang Rp. 1,013,036,000 | Rp. 916,364,153 Rp. 96,671,847 90.46%

3 | Belanja Modal Rp. 623,000,000 | Rp. 620,562,000 Rp. 2,438,000 99.61%
JUMLAH Rp. 5,755,056,000 | Rp. 5,653,214,662 Rp. 101,841,338 | 98.23%
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2. DIPA 03 : Rp.588.850.000,- (Lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh

ribu rupiah) adapun rincian sebagai berikut:

NO| JENISBELANJA PAGU REALISASI SISA %
1 Belanja Pegawai :
2 Belanja Barang Rp.588,850,000 | Rp.560,705400 | Rp.28,144600 | 9522%
3 Belanja Modal :
JUMLAH Rp. 588,850,000 Rp. 560,705,400 Rp. 28,144,600 | 9522 %

Maka tingkat keberhasilan penyerapan anggaran ini dianggap telah memenuhi standar

karena penyerapan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja

yang mulai tersusun dengan cukup baik dari tahun ke tahun.

Pencapaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2018 sebagaimana terlihat

dalam tabel berikut :

Pencapaian Kinerja Masing — Masing Sasaran Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS |
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG P TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI |CAPAIAN
a. Persentase sisa pekara yang diselesaikan
- Perdata 100% 95,6% 95,6%
-  Pidana 100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu :
- Perdata 80% 88,3% 110%
L 95% 87.9% 92,5%
c. Persentase penurunan sisa perkara :
- Perdata 75% 52,1% 69,4%
o 75% 613% | 81.7%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum
- Banding 90% 90,7% 100%
B e 90% 92,2% 102%
- PK 90% 92,7% 103%
e. Persentase perkara pidana Anak yang
diselesaikan dengan Diversi 50% 9,37% 18,7%
f. Index responden pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan 0% &% o
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SASARAN STRATEGIS 2
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat wakiu 95% 100% 105%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui 50% 1,9% 3,8%
Mediasi
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, 100% 100% 100%
Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian 90% - -
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah diputus
SASARAN STRATEGIS 3
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN
INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 0% 0% 0%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di 50% 100% 100%
luar Gedung pengadilan melalui Mediasi
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 20% 20% 100%
yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
SASARAN STRATEGIS 4
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
a. Persentase putusan perkara perdata yang 80% 8,2% 10,2 %
ditindaklanjuti (dieksekusi)

Pencapaian hasil sasaran diatas, Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il pada tahun 2018
memiliki rata-rata capaian kinerja 84% dengan indeks baik dimana telah mencapai kinerja yang
maksimal dalam peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II.

Dengan telah tercapainya rata-rata capaian kinerja sebesar 84% walaupun belum
mencapai 100%, lebih memotivasi Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il untuk meningkatkan
kinerjanya guna memberikan kontribusi terhadap program pelayanan hukum secara nasional
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dengan harapan dapat tercipta supremasi hukum. Disamping keberhasilan pencapaian kinerja
diatas tetap dirasa ada hambatan dan kendala yang dihadapi akan tetapi Pengadilan Negeri
Sekayu Kelas Il telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi segala hambatan dan
kendala tersebut agar program kerja yang telah ditetapkan terlaksana sesuai harapan.

Sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Sekayu Kelas I, serta pelayanan
peradilan yang taat asas dan sesuai Reformasi Birokrasi.
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BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga peradilan saat ini dituntut untuk turut serta mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang ada di masyarakat terlebih masyarakat Indonesia yang
majemuk cenderung semakin kritis dan komplek dalam berfikir terutama dalam membela
atas kepentingan hak-hak alas serta hajat hidupnya.

Pengadilan Negeri Sekayu Kelas |l sangat menyadari bahwa perubahan, penyesuaian
serta pembaruan peradilan yang sedang dan akan terus dilakukan harus tetap berorientasi
kepada kepentingan publik untuk mendapatkan pelayanan hukum yang prima dan
berkeadilan.

Kemandirian lembaga peradilan, baik secara struktur kelembagaan maupun proses
peradilan, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan hukum
yang profesional, berwawasan ke depan dan memiliki integritas moral yang tinggi, dan
tersedianya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum
yang representatif, serta peningkatan kapabilitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan
tuntutan managemen modem dalam horizon keterbukaan informasi (transparancy),
akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Salah satu bentuk pembenahan dan wujud respon Pengadilan Negeri Sekayu Kelas I
dalam menjawab tantangan perubahan ke arah yang lebih baik adalah menciptakan kinerja
yang akuntabel, sesuai dengan TAP-MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) jo. Perpres Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk itu Pengadilan
Negeri Sekayu Kelas Il sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan
Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI telah menyiapkan Laporan Akuntabilitas
Kinerja tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kegiatan dan
pencapaian sasaran tahun 2018 dalam rangka pencapaian tujuan dan visi Pengadilan
Negeri Sekayu Kelas Il pada khususnya dan visi Mahkamah Agung pada umumnya.
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Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Sekayu Kelas |l berpedoman pada
perencanaan strategis yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan
lingkungan strategis, baik intemal maupun eksternal sedangkan dalam mewujudkan visi,
tujuan dan sasarannya, Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il telah merumuskan langkah-
langkah strategis berbentuk misi, kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun secara
lebih sistemik, lebih terukur dan tepat sasaran.

TUGAS DAN FUNGSI
Tugas pokok Pengadilan Negeri Sekayu Kelas |l sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor : 5 tahun 2004 Undang-undang Nomor: 3 tahun 2009, Undang-Undang

Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-

undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 menyebutkan

bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus,
menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Di samping tugas dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Sekayu Kelas || mempunyai
fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam
tingkat pertama (vide: Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang
hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1)
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8
Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. KMA Nomor
KMA/080/VIIl/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusitadidaerah hukumnya (vide : Pasal
53 ayat (1) dan (2) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang
telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
Jo. KMA Nomor KMA/080/VIIl/2006).
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4. Fungsi nasehat, yakni memberikan petunjuk, tegoran, dan peringatan, yan dipandang
periu (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 1986
sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang
Nomor 49 Tahun 2009 Jo. KMA Nomor KMA/080/VIIl/2006).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan
persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan,
danumum/periengakapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus
2006 jo. KMA Nomor : 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).

6. Fungsi Lainnya:

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi
akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi
informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor 1-144/KMAISKII/2011, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di
Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, felah disusun strukiur dan fungsi
Pengadilan Negeri Kelas Il berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
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Adapun uraian tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelasa Il adalah
sebagai berikut:
1. KETUA

Tugas

Mengendalikan, Menyelenggarakan, pelaksanaan wewenang institusi pengadilan yaitu

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan di

Pengadilan.

Fungsi

v" Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan
rutin/pembangunan.

v" Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi
petunjuk serta bimbingan yang diperiukan baik bagi para Hakim maupun seluruh
karyawan .

v Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Memberikan izin berdasarkan ketentuan
Undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan daftar, catatan,
risalah, berita acara serta berkas perkara.

v Menetapakan panjar biaya perkara dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu,
Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya
perkara.

2. WAKIL KETUA
Tugas
Membantu Ketua Mengendalikan, Menyelenggarakan, Melaksanakan wewenang institusi
pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang
diajukan di Pengadilan.
Fungsi
v" Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang,
pelaksanaanya serta pengorganisasiannya.
Mewakili Ketua bila berhalangan.
Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
v" Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah
dikerjakan sesuai dangan rencana kerja dan katentuan yang berlaku serta
melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

NN
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¥v" Menandatangani penyitaan, penggeledahan, dan perpanjangan penahanan.
v" Melakukan Pembagian Perkara perdata permohonan, tindak pidana singkat, ringan

maupun lalu lintas.

. HAKIM

Tugas

Menyelenggarakan perkara mulai dan menerima, memeriksa sampai dengan memutus

dan menyelesaikan perkara yang masuk di Pengadilan.

Fungsi

v" Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.
Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa, memutus serta menyelesaikan
semua perkara yang diajukan kepadanya.

v Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha
keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

. PANITERA

Tugas

Membantu pimpinan mengendalikan bidang administrasi umum dan administarsi perkara.

Fungsi

v" Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.

v" Panitera dengan dibantu Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi
secara cermat mengenal jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi
keuangan.

v Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku
daftar, biaya perkara, uang fitipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat

lainnya.

<

Membuat akta dan salinan putusan.

\

Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua
Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

~
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41.1 PANITERA MUDA PIDANA
Tugas
Menyelenggarakan administrasi perkara pidana.
Fungsi
v" Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya siding pengadilan.
v" Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara yang
masih
berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
v" Memberi nomor register pada sefiap perkara yang diterimadi  kepaniteraan.
v" Memberi nomor register pada sefiap perkara dengan acara singkat yang telah
diputus
Hakim atau diundurkan hari sidangnya.
v" Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan
singkat
tentang isinya.
v" Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta
lembaga
pemasyarakatan apabila terdakwa di tahan.
v" Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan
kembali.
v" Menyiapkan berkas permohonan grasi.
v" Menyerahkan arsip perkara / permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum.

4.1.2 PANITERA MUDA PERDATA

Tugas

Menyelenggarakan administrasi perkara perdata.

Fungsi

v" Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

v" Melaksanakan admnistrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,
menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang
berhubungan masalah perkara perdata.

v" Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan.
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v

Mencatat sefiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan
singkat tentang isinya.

Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila
memintanya.

Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, atau
peninjauan kembali.

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

413 PANITERA MUDA HUKUM
Tugas

Menyelenggarakan pelaporan administrasi perkara pidana dan perkara perdata.

Fungsi

v
v

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara,
menyusun laporan perkara, menyimpan Arsip berkas perkara, daftar notaris,
Penasihat Hukum, permohonan grasi dan permohonan kewarganegaraan serta
tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.1.4 PANITERA PENGGANTI
Tugas

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan

kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

Fungsi

v
v

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidangPengadilan .

Membantu Hakim dalam hal :

—  Mengetik penetapan Hari sidang.

—  Mengetik penetapan sita Jaminan.

— Membuat Berita Acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang
berikutnya.

—  Mengetik penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dan tahanan
atau dirubah jenis penahanannya.

—  Melaporkan barang bukti kepada Panitera.

- Mengetik Putusan.
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—  Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata / Pidana bila
telah selesai diminutasi.

41.5 JURUSITA PENGGANTI
Tugas :
Melakukan pemanggilan sidang, melakukan pemberitahuan putusan,pelaksanaan
bantuan panggilan sidang untuk pengadilan lain.
Fungsi
v" Melaksanakan panggilan sidang terhadap para pihak berperkara.
v Melaksanakan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, PengadilanTinggi
dan Mahkamah Agung RI kepada para pihak berperkara.
v" Melaksanakan penyerahan risalah-risalah kepada para pihak berperkara.
v" Melaksanakan Pemberitahuan Banding, Kasasi, dalam perkara pidana, kepada
yang bersangkutan.

5. SEKRETARIS
Tugas :
Melaksanakan  pemberian  dukungan di bidang administrasi, organisasi,
keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di
lingkungan Pengadilan Negeri
Fungsi
v' Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
v Menjabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
Pelaksanaan urusan kepegawaian.
Pelaksanaan urusan keuangan.
Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic.
Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah  tangga,
keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan.
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di
lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri .

. T o T T

<
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5.1.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

TUGAS :

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas I

melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pengelolaan

keuangan.

Fungsi

v" Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan.

v’ Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung sarana dan
prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan.

v" Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat.

v Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi
pengelolaan barang milik Negara serta pelaporan keuangan, dan

v Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan

5.1.2 KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Tugas :

Kepala Sub bagian Kepegawaian Organisasi dan TataLaksana Pengadilan Negeri

Sekayu Kelas Il melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana,

akuntabilitas serta reformasi birokrasi.

Fungsi

v Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan
mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran
kerja pegawai, administrasi jabatan fungsional dan pengurusan ASKES dan
disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian.

v’ Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi
dan tata laksana.

v Penyiapan Prosedur tetap (SOP).

v’ Penyiapan bahan evaluasi prosedur operasional dan disesuaikan dengan
perkembangan tuntutan efisensi dan efektivitas birokrasi.
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D.

5.1.3 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PELAPORAN
Tugas :
Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan Pengadilan
Negeri Sekayu Kelas |l melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana,
program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dukumentasi serta pelaporan.
Fungsi
v" Penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan program.
v" Penyiapan bahan pelaksaan pengelolaan tehnologi informatika dan statistik,

dan

v Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan
pelaporan.

ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI
Sebagai mana inti masalah Pengadilan Negeri atau lembaga Negara pada umumnya
adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas atau dengan kata lain jumiah
beban kerja yang dibagi tidak sesuai dengan jumiah tenaga kerja yang ada, atau jumlah
perkara yang masuk tidak seimbang dengan jumlah sumberdaya manusia yang ada.
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II, memiliki Sumber Daya Manusia diantaranya sebagai
berikut :

Ketua Pengadilan Negeri - 1 (satu) Orang
Wakil Ketua Pengadilan Negeri : 1 (satu) Orang
Hakim : 6 (enam) Orang
Panitera : 1 (satu) Orang
Sekretaris - 1 (satu) Orang
Panitera Muda Perdata - 1 (satu) Orang
Panitera Muda Pidana : 1 (satu) Orang
Panitera Muda Hukum - 1 (satu) Orang
Panitera Pengganti : 10 (sepuluh) Orang
Kasub. Bag. Umum dan Keuangan : 1 (satu) Orang
Kasub. Bag. Kepegawaian, : 1 (satu) Orang
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Organisasi dan Tata Laksana
Kasub. Bag. Perencanaan, : 1 (satu) orang
Teknologi Informasi dan

Perencanaan
Jurusita pengganti : 2 (dua) Orang
Staf : 3 (tiga) Orang

Dengan jumlah Sumber Daya Manusia diatas Pengadilan Negeri Sekayu Kelas I
dengan menganalisa beban kerja yang harus diselesaikan masih belum sesuai, dikarenakan
beban perkara pertahun Perkara Perdata : 80 perkara sedangkan Perkara Pidana sebanyak:
1082 Perkara sehingga total perkara pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Sekayu Kelas |l
memeriksa dan mengadili sebanyak 1162 perkara, dan memiliki dua wilayah hukum yaitu
Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin jika dibandingkan dengan jumiah Hakim,
Panitera Pengganti serta Jurusita Pengganti juga Staf Kepaniteraan maupun Staf
Kesekretariataan maka jumlah perkara sejumlah tersebut diatas tidaklah sebanding dengan
jumlah aparatur yang ada di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II, hal ini dapat dilihat dari
adanya rangkap jabatan antara Staf kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Oleh karena itu
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas || membutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia. Dalam
hal ini kami Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il tidak berkompeten untuk melakukan
rekruitmen sumber daya manusia.

Selain masalah Sumber Daya Manusia yang tidak sebanding dengan jumlah Perkara,
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il menghadapi Permasalahan Utama dibidang keuangan
(DIPA) yang diterima anggarannya berkurang setiap tahunnya sehingga untuk memenuhi
suatu kebutuhan pokok menjadi suatu kendala utama, sedangkan kebutuhan pokok belanja
tahunan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il tidak bisa ditunda dan dikurangi.
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E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sekayu
Kelas Il adalah sebagai berikut :
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab| Pendahuluan
Isi mukadimah mengenai persalahan utama yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sekayu
Bab Il Perencanaan Kinerja
Uraian mengenai Perencanaan Kinerja Tahun 2018
Bab lIl Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018
A. Capaian Kinerja Organiasasi
1. Target dan realisasi kinerja tahun 2018
2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun
sebelumnya
3. Perbandingan antara realisasi kinerfja sampai tahun 2018 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alteative solusi yang dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
B. Rencana Kinerja Tahun 2018
C. Perjanjian Kinerja 2018

Bab IV Penutup
Uraian kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan

dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.
1. Kesimpulan
2. Rekomendasi
Lampiran
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Reviuw IKU Tahun 2018
Rencana Kerja Tahun 2018
Matriks Rencana Strategis 2015-2019
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Sekayu
SK Penunjukan/Penyusunan IKU Tahun 2019
SK Penunjukan/Penyusunan LKIJP Tahun 2019

N oo s N
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il Tahun 2015-2019 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana
dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk
mencapai efektifitas dan efisiensi.

Reformasi Birokrasi sebagai pembaharuan menuju suatu paradigma baru terhadap
tatanan hukum di semua satuan kerja Pengadilan Negeri dibawah Mahkamah Agung,
adalah harga mutlak demi terciptanya Pengadilan yang mengedepankan rasa keadilan yang
absolut, dan mengesampingkan keinginan, asa dan rasa yang bersifat kepentingan pribadi
maupun golongan.

Zona Integritas yang merupakan awal terbentuknya Reformasi Birokrasi menuju
terbentuknya suatu sistem tatanan lembaga Peradilan yang baik, hal tersebut harus di
dukung oleh semua unsur warga Pengadilan Negeri Sekayu Kelas l.

Pencanangan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il yang dilaksanakan
pada tanggal 28 Nopember 2017 membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Sekayu Kelas |l
tidak main-main dalam memberikan rasa keadilan yang penuh serta berwibawa bagi pencari
keadilan, sebagaimana hal ini juga tertuang dalam semangat Reformasi Birokrasi (RB) yang
senantiasa mengedepankan Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, serta Bersih dan
Bebas KKN.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il diselaraskan dengan arah
kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan
nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019,
sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.
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1. ViSI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri
Sekayu Kelas II.
Adapun visi dari Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il adalah:

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Sekayu Yang Agung “

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il menetapkan misi yang
menggambarkan hal yang harus dilaksanakan.

2. Misl
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas |l adalah sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri SekayU
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sekayu
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sekayu

3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka wakiu satu
sampai dengan lima tahun. Tujuan ftersebut ditetapkan dengan mengacu pada
pemyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu,
tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat
menunjukkan status kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan, tujuan
akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Sekayu Kelas I, serta indikator
kinerja tujuan yang mendukung adalah sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

1.1. Persentase penyelesaian perkara

1.2. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum :
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» Banding
» Kasasi
» Peninjauan kembali
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
2.1. Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan
2.1. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparat Pengadilan Negeri
Sekayu

2.2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

2.3. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan tepat waktu

2.4. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara on line

2.5. Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi pengadilan yang

tersedia

Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan pemyataan
misi yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan dan
hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pelayanan hukum yang diselaraskan dengan arah
kebijakan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia yang
termuat dalam Cetak biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Republik Indonesia 2010-
2035, telah dirumuskan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il tahun
2015 - 2019 sebagai penjabaran atas visi dan misi Mahkamah Agung yang akan menjadi
arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan dalam konteks
kewenangan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II.

. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 -
2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sekayu adalah sebagai
berikut:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
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3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses
pembaruan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas |l agar terlaksana secara
lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat
dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi
pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang
telah ditetapkan.

Renstra ini memadukan prinsip-prinsip perhatian pada jangka panjang,
pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran akan
pentingnya disiplin dan konsistensi komitmen bersama dalam melaksanakannya, serta
perspekiif eksternal yang bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dengan cara
ini, diharapkan akan mampu mendorong para pegawai untuk lebih berperan akiif, serta
mengambil tindakan antisipatif ketika merespon berbagai perubahan yang bergerak
cepat dan dinamis, baik yang bersifat internal maupun ekstemal.

Secara garis besar renstra Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il memuat dua pilar
utama program Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il di bidang tugas pokok dan fungsinya,
yakni :

Pertama, memberikan pelayanan hukum dan keadilan.

Kedua, pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum. Program
di bidang pemberian jasa pelayanan hukum dan keadilan disebut dengan program kerja
bidang teknis yustisial, sedangkan program kerja di bidang pengelolaan prasarana dan
sarana penyelenggara pelayanan hukum disebut dengan program kerja bidang non
teknis yustisial.

Program kerja bidang teknis peradilan merupakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Negeri Sekayu Kelas Il yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat
dalam penyelesaian perkara. Program di bidang ini tidak secara langsung berkaitan
dengan pengelolaan anggaran, namun langsung bersentuhan dengan kepentingan
masyarakat dalam memperoleh keadilan, sementara program kerja di bidang non teknis
peradilan sebagian besar berkaitan langsung dengan anggaran, terutama dalam hal
pengelolaan prasarana dan sarana penyelenggara pelayanan hukum dan sebagian lagi
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tidak langsung berkaitan dengan anggaran, seperti penatakelolaan sumber daya
manusia, tata persuratan, publikasi transparansi informasi, dan lain-lain.

Perumusan rencana strategis yang memuat program utama di bidang teknis peradilan
dan non teknis peradilan tersebut bertujuan untuk menepis sebagian anggapan
perumusan renstra, rencana kinerja, penetapan kinerja yang mesti
dipertanggungjawabkan dalam laporan akuntabilitas kinerja, hanyalah sebatas program
yang berkaitan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA saja, dalam persepsi ini
maka pencapaian kinerja suatu lembaga secara limitative hanya diukur dan kemampuan
penyerapan anggaran di bidang pengelolaan prasarana dan sarana belaka. Padahal
secara filosofis urgensi keberadaan lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat
adalah untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan, meskipun dalam hal tertentu
tidak bisa dipisahkan dengan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan hukum itu
sendiri. Oleh sebab itu, maka perumusan rencana strategis yang kemudian dijabarkan
dalam bentuk rencana dan penetapan kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja harus
memuat seluruh program utama lembaga peradilan baik di bidang teknis peradilan
maupun non teknis peradilan.

Penyusunan renstra ini meliputi penetapan visi, misi, sasaran dan program dengan
mempertimbangkan perspektif-perspektif Stake holder, sehingga dapat mengarahkan
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas |l dalam pengambilan keputusan tentang masa depan,
membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran
keberhasilan/kegagalan. Rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan
masyarakat. Kemandirian dari segi finansial untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai
dengan kebutuhan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat masih dalam proses,
hal mana sangat tergantung kepada keinginan poliik dan dukungan segenap pemegang
kekuasaan. Namun kemandirian di dalam menentukan dan mengelola anggaran sendiri
menjadi salah satu program prioritas badan peradilan tahun 2015-2019.

. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah
menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan,
program dan kegiatan Kebijakan merupakan ketentuan yang felah ditetapkan untuk
dijadikan pedoman dan petunjuk bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Sekayu Kelas
Il dan masyarakat pencari keadilan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam
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upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program merupakan kumpulan kegiatan

nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang ditetapkan.Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.

Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan dicapai
melalui Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia
yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.Kegiatan
pokok dalam program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan
peradilan tingkat pertama.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja utama
digambarkan sebagai berikut :

Hubungan antara Sasaran dengan Indikator Kinerja

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya proses peradilan yg a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
pasti, transparan, dan akuntabel e Perdata
e Pidana
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
e Perdata
e Pidana
c. Persentase penurunan sisa perkara
e Perdata
e Pidana
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d. Persentase perkara yang fidak mengajukan upaya
hukum:

 Banding

e Kasasi

e PK

e. Persentasi Perkara Pidana Anak yang diselesaikan
dengan diversi

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

2 | Peningkatan Efektifitas a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak
Pengelolaan Penyelesaian Perkara tepat waktu

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,
Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat wakiu

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus
3 | Meningkatnya Akses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
bagi masyarakat miskin dan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung
terpinggirkan pengadilan

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap | Persentase Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti

putusan pengadilan (dieksekusi)

Tabel 1

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 menjabarkan sasaran dan program yang
telah ditetapkan berdasarkan renstra 2015-2019. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun
2018 telah disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang
disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja yang
ada pada tingkat sasaran dan kebijakan, serta menjadi komitmen seluruh komponen pada
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il untuk mencapainya dalam tahun 2018.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il Tahun
2018 memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2018, indikator
kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja
dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator input, output dan
outcome. Penetapan Indikator Kinerja-Indikator Kinerja ini didasarkan pada perkiraan yang
realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung

PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS Il [LKJiP 2018 m



yang tersedia dilingkungan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il, sehingga keberhasilan
pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran
kinerja Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il pada tahun 2018. Selain itu, dokumen rencana
kerja tahunan (RKT) memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan
keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bidang dan bagian lingkungan
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II.

Upaya pengukuran kinerja diakui fidak selalu mudah karena hasil capaian satu
Indikator Kinerja tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber
dana, akan tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program dan
berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian,
keberhasilan mengenai terlaksana atau terwujudnya suatu kegiatan tidak dapat diklaim
sebagai hasil dari satu sumber dana atau oleh satu pihak saja.

Mengingat pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2018 ini merupakan bagian dari kinerja
tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun selanjuinya, maka sangat sulit dan hampir
mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja Pengadilan Negeri
Sekayu Kelas Il sampai pada tingkat atau Indikator Kinerja benefit dan impac, oleh sebab itu
penilaian hanya akan dilakukan sampai pada tahap outcome(hasil).
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C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Perjanjian kinerja diperiukan sebagai suatu patokan target kinerja yang akan dikerjakan
dan diselesaikan dalam suatu pekerjaan. Perjanjian kinerja tahun 2018 mengalami
perubahan, artinya tidak sesuai dengan rencana kinerja tahun 2018 yang disebabkan
beberapa faktor antara lain :
1. Adanya perubahan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung
RI. sehingga harus menyesuaikan rencana yang sudah dibuat dengan peraturan yang
baru. Hal ini telah dilakukan reviu terhadap penetapan kinerja.
2. Terjadinya perubahan anggaran yang telah diusulkan dengan kenyataan yang diterima.
3. Dengan demikian rencana kinerja tahun 2018 disesuaikan dengan anggaran yang

diterima.
Perjanjian Kinerja tahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Terwujudnya proses peradilan | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
yg pasti transparan, dan| e Perdata P
akuntabel e Pidana 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat
wakiu
e Perdata 80%
e Pidana 95%
¢. Persentase penurunan sisa perkara
* Perdata 75%
e Pidana 75%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum:
 Banding 90%
e Kasasi %
s PK
e. Persentasi Perkara Pidana Anak yang 50%
diselesaikan dengan diversi
f. Index responden pencari keadilan yang puas 70%
terhadap layanan peradilan
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Peningkatan Efektifitas | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para| 95%
Pengelolaan  Penyelesaian pihak tepat waktu
Perkara b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui 50%
mediasi
c. Persentase berkas perkara yang diajukan 100%
banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan
tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah
diputus

Meningkatnya Akses | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 0%

peradilan bagi masyarakat | b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar | 509,

miskin dan terpinggirkan gedung pengadilan

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu |  20%
yang mendapat layanan bantuan hukum
(Posbakum)

Meningkatnya kepatuhan | Persentase Putusan Perkara perdata yang 80%
terhadap putusan pengadilan | ditindaklanjuti (dieksekusi)

Tabel 3
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BAB lll
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai fingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi,
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang felah ditetapkan daam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja
tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan rewardjpunishment, melainkan
sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il tahun 2018,
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan
tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,
namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini.
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja tersebut diuraikan dalam
tabel berikut ini :

A.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Berikut ini adalah tabel hasil pengukuran target dan realisasi serta hasil capain kinerja
Pengadilan Negeri Sekayu kelas Il dalam tahun 2018
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN

Terwujudnya Proses | a. Persentase sisa pekara

Peradilan yang Pasti yang

Transparan dan diselesaikan : 100% 95,6% 95,6%

Akuntabel - Perdata 100% 100% 100%
- Pidana
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; Persen?ase perkara

yang diselesaikan tepat
wakiu : 80% 88,3% 110%
- Perdata 95% 87,9% 92,5%
- Pidana
. Persentase penuruna
sisa perkara
- Perdata 70% 52,1% 69,4%
- Pidana 70% 61,3% 81,7%
. Persentase perkara
yang tidak
mengajukan
upaya hukum : 90% 90,7% 100%
- Banding 90% 92,2% 102%
- Kasasi 90% 92,7% 103%
- PK
Persentase perkara 50% 9,37% 18,7%
pidana  Anak yang
Diselesaik
Diversi dengan
Index responden pencari 70% 87% 80,5%
keadilan yang puas
terhadap layanan
peradilan
Peningkatan  Efektifitas Persentase isi putusan| 95% 100% 105%
Pengelolaan yang diterima oleh pihak
Penyelesaian Perkara tepat wakiu
Persentase perkara 50% 1,9% 3,8%
yang diselesaikan
melalui Mediasi
Persentase berkas | 100% 100% 100%
perkara yang diajukan
Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat
waktu
Persentase putusan 90% - -
perkara yang menarik
perhatian  masyarakat
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 har setelah
diputus
Meningkatnya Akses Persentase  perkara 0% 0% 0%
Peradilan bagi prodeo yang
Masyarakat Miskin dan diselesaikan
Terpinggirkan Persentase perkara | 50% 100% 100%

yang dapat diselesaikan
di luar Gedung
pengadilan
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layanan bantuan hukum

Meningkatnya Kepatuhan | Persentase Putusan Perkara | 80% 8,2% 10,2 %
Terhadap Putusan | Perdata yang Ditindaklanjuti
Pengadilan (dieksekusi)

“Tabel 4

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja pada dasamya diarahkan untuk mengukur tingkat
keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi.Selanjutnya untuk
mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya.
Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan
berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada
Tahun 2018 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan
kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il Tahun
2018 masih belum Optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi menyusun
perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang
sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.
Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka
peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan
kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il dapat meningkat.

Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il juga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dari
BSI pada tanggal 21 Oktober 2017 dan pada tanggal 19 Desember 2017 juga Pengadilan
Negeri Sekayu memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Nomor
TAPM.047/QMR/SERTIFIKAT/12/2017. Untuk jenis Perkara Permohonan, menunjukan
bahwa Pengadilan Negeri Sekayu Kelas |l selalu berkeinginan untuk melaksanakan
pelayanan masyarakat para pencari keadilan dengan sebaik-baiknya, terkelola, dan dapat
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dipertanggung jawabkan, sehingga para pencari keadilan dapat terpuaskan dengan seadil-
adilnya.

Sebagai bagian dari penunjang tatanan utama dalam bermegara dan sebagai tatanan
terakhir dari penegakan Hukum bagi para pencari keadilan maka Pengadilan Negeri Sekayu
Kelas Il dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan sebagaimana harapan Publik
akan wujud wibawa peradilan yang agung, mumi, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
maka tepat pada tanggal 28 Nopember 2017 Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il telah
mencanangkan Zona Integritas dalam mewujudkan rasa keadilan yang penuh serta
berwibawa bagi pencari keadilan, sebagaimana hal ini juga tertuang dalam semangat
Reformasi Birokrasi (RB) yang senantiasa mengedepankan Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan
Publik, serta Bersih dan Bebas KKN dalam pembentukan suatu Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pengadilan Negeri Sekayu
Kelas II.

Dengan adanya Reformasi Birokrasi di tubuh lembaga Peradilan di Indonesia diharapkan
seluruh pencari keadilan mendapatkan hukum yang adil, bijaksana dan agung, sehingga
jargon “Hukum terkadang buta, namun Keadilan harus dapat melihat dalam kegelapan” dapat
di terapkan menjadi Hukum dan Keadilan mampu melihat sesuatu yang tidak kasat mata
menjadi suatu keadilan yang agung dan luhur serta berwibawa, sehingga rasa keadilan
masyarakat dapat terpenuhi dan hukum tidak hanya sepihak seperti bilah pisau yang tumpul
keatas namun tajam kebawah, tetapi menjadi pemenuh dahaga bagi pemilik alas hak yang
hakiki.

A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun
sebelumnya

Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan efekiifitas dan efisiensi penyelenggaraan
penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il. Peningkatan penyelesaian
perkara di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II, direalisasikan dengan program
Peningkatan Manajemen Peradilan dan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Untuk
mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) Indikator Kinerja yang harus
diselesaikan. Perbandingan Pencapaian target Indikator Kinerja sasaran pada tahun
2018 terhadap tahun sebelumya dapat digambarkan sebagai berikut :
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Sasaran | : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2018 sebagai berikut:

a. Persentase sisa pekara yang diselesaikan :

- Perdata 100% 95,6% 95,6%
- Pidana 100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :
- Perdata 80% 88,3% 110%
- Pidana 95% 87,9% 92,5%
c. Persentase penurunan sisa perkara :
- Perdata 70% 52,1% 69,4%
- Pidana 70% 61,3% 81,7%
d. Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum :
- Bandin 90% 90,7% 100%
- Kasasi 90% 92,2% 103%
- PK 90% 92,7% 103%
e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan 50% 9,37% 18,7%
dengan Diversi
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap 70% 87% 80,5%
layanan peradilan
Tabel 5

Analisis ketujuh indikator kinerja dari sasaran pertama adalah sebagai berikut :
Indikator 1 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sisa perkara pidana dan perdata pada tahun 2018 berjumiah 132 perkara dan telah
diputus sebanyak 1245 perkara, yang berarti telah diselesaikan dengan baik pada tahun
2018 hingga capaian kerjanya mencapai 97%.

Indikator 2 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat wakiu

- Perdata 80% 88,3% 110%
- Pidana 95% 87,9% 92,5%
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Pada tahun 2018, capaian penyelesaian perkara pidana dan perdata sebesar 110% dan
92,5%. Capaian ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian
penyelesaian perkara baik Pidana maupun perdata ini melampaui target yang ditentukan.
Keadaan perkara pedata pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :
o Sisa Bulan Sebelumnya Masuk Putus Sisa Akhir
Bulan
1T | Jawan 2 1 r 1 3 r z
2 | Feboan %7 1 2 0 2 2 %
3 Maret % 1 2 0 2 3 %
) April % 2 0 0 2 2 z
5. Ve 7 0 5 0 2 2 z
6. Jani %7 3 1 0 1 2 %
7. Joi % 2 5 | 2 7 %
8 | Agustus % 0 5 0 5 3 2
9 | Seplember | 22 2 3 2 6 3 19
10, | Okiober 19 2 2 3 2 7 21
. [ November | 21 0 G 2 2 r 7
12 | Desember | 77 2 2 0 3 2 T
Jumiah 286 16 » ) 38 0 7 15
Tabel 8
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Dibandingkan dengan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il

tahun 2017 adalah sebagai berikut :
No Bulan
Gugatan | Permohonan | Gugatan | Permohonan | Gugatan | Permohonan | Gugatan | Permohonan
1 Januari 18 2 3 2 5 4 16 0
2 | Febuar 16 0 1 2 0 1 17 1
3 | Maret 17 1 6 2 5 2 18 1
4 | April 18 1 4 3 1 2 21 2
5 || Mei 21 2 4 2 0 3 25 1
6 | Juni 25 1 0 2 1 3 24 0
7 | Juli 24 0 1 4 3 1 2 3
8 | Agustus 22 3 1 2 - 4 19 1
9 | September 19 1 3 1 1 1 21 1
10 | Oktober 21 1 7 3 3 3 25 1
11 | November 1 1 1 2 1 24 1
12 | Desember 24 1 4 - 2 4 2 1
Jumiah 226 14 39 28 Z 29 258 13
Tabel 10
30
25 ® Gugatan Bulan
Sebelumnya
20 - m Permohonan bulan
sebelumnya
15 -
» Gugatan masuk
10 -
u permohonan masuk
5 \
0 i Lﬁl §1] j LLE& ™ gugatan putus
& & ST . S e Y Y
\6(9 (‘g)") &8 vﬁi\ < § v""é‘ r.}'é' dé'o Qof &“ ® Permohonan putus
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Perbandingan antara Tahun 2017 dengan tahun 2018 :

Masuk Selesai
Perkara . ;
2017 2018 2017 2018
1. Gugatan & Gugutan 28 41 27 38
sederhana
2. Permohonan 39 39 29 40
Tabel 11
45
40 !
35 1 = Masuk
30 :;)17k
W Masu
= 2018
20 - © Selesai
5 2017
10
5 !
0 4
Gugatan
Grafik 4
Keadaan perkara pidana biasa pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il Tahun 2018
adalah sebagai berikut :
No Bulan :
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 Januari 262 251 96 60 100 121 258 190
2 Febuari 255 220 73 65 104 72 224 213
3. Maret 188 189 101 112 101 82 188 219
4, April 196 230 101 73 65 65 196 278
- Mei 227 241 143 100 116 129 254 212
6. Juni 268 242 65 132 68 61 265 313
7 Juli 262 296 76 63 76 57 262 302
8. Agustus 253 287 90 143 143 127 200 303
9. September 202 323 90 105 58 110 234 318
10 Oktober 223 319 73 100 139 145 157 274
1 November 214 250 57 109 70 105 201 254
12. Desember 150 258 53 94 60 81 143 271
Jumiah 2700 3106 1018 1156 1100 1155 2582 3147
Tabel 12
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Keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il Tahun 2017 dan 2018
jika kita tuangkan dalam tabel diagram akan tampak sebagai berikut :

140

120 —73

100 -
80 - B Masuk 2017
60 - ¥ Masuk 2018
40 " Sisa 2017
20 * Sisa 2018

Adapun sebagai perbandingan perkara pidana yang masuk ditambah sisa perkara
dengan perkara yang diputus pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:
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Pada Grafik 6 diatas terlihat bahwa perkara dalam tahun 2018 lebih sedikit dari tahun
2017 sehingga hal ini berdampak pada penyelesaian perkara yang terpadu pada
Pengadilan Ngeri Sekayu Kelas II.

Berikut adalah tabel upaya hukum perkara pidana biasa pada kepaniteraan pidana tahun

2018 :

2017 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 2017 | 2018

1155 1100 47 22 29 6 - -
Tabel 14

Banding

75% 52,1% 69.4%
75% 61,3% 81,7%

Tabel 15

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah
perbandingan antara sisa perkara tahun lalu dengan sisa perkara tahun berjalan.

PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS If [LKJP 2018 -



Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi
penurunan sisa perkara dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2018 capaian persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana
pada Pengadilan Negeri Sekayu mencapai 694% dan 81,7%, diperoleh dari
perbandingan jumlah sisa perkara pidana dan perdata tahun 2018 sebanyak 132 perkara
dikurangi jumlah sisa perkara pidana dan perdata tahun 2017 sebanyak 267.

Berikut ini tabel persentase penurunan sisa perkara untuk perkara pidana dan perdata

pada tahun 2018 :

Sisa Perkara tahun 2016 258 20 278
Sisa Perkara tahun 2017 239 28 27
Sisa Perkara tahun 2018 130 2 132

Tabel 16
Indikator 4 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

‘Petsentaseparkaamhdakmmwﬂaﬂm I 90% IQOT%\ 101% l

Tabel 17

Persentase perkara perdata dan pidana yang fidak mengajukan upaya hukum
banding ditargetkan 90% sebagai target awal capaian tahun 2018, didalam realisasi
tahun 2018 diperoleh jumiah perkara perdata banding sebanyak 17 perkara dan jumiah
perkara pidana banding 22 perkara. Jadi dari target 90% dapat direalisasikan sebesar
90,7%, sehingga di tahun 2018 dapat diperoleh capaian sebesar 100%.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi 90% 92,2% 102%
Tabel 18

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 90%
sebagaimana target awal capaian tahun 2018, didalam realisasi tahun 2018 diperoleh
jumiah perkara perdata kasasi sebanyak 0 perkara dan jumiah perkara pidana yang tidak
mengajukan kasasi 1076 perkara. Dari target 90% telah terealisasi sebesar 102%
sehingga hasil capaian sebesar 102%.
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Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya PK 90% 927% | 103%
Tabel 19

Persentase perkara perdata dan pidana yang fidak mengajukan upaya hukum PK
ditargetkan 90% sebagai target awal capaian tahun 2018. Realisasi tahun 2018 diperoleh
jumlah perkara perdata PK sebanyak O perkara dan jumlah perkara pidana yang tidak
mengajukan upaya hukum PK sebanyak 1082 perkara.

Dilihat dari tabel persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum atas
putusan hakim sangat signifikan karena dari target perkara yang diinginkan hampir
semua putusan hakim dapat diterima dengan senang hati oleh pencari keadilan. Inilah
yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat pencari keadilan dan pimpinan
Mahkamah Agung agar hakim dalam memutuskan perkara diupayakan dengan seadil-
adilnya.

Berikut ini tabel perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan
PK pada tahun 2018 sebagai berikut :

: 1059
2. Pekara Perdata 17 3 2
' Tabel 20

Indikator 5 : Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

rsi

Tabel 21
Pada tahun 2018 capaian perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
pada Pengadilan Negeri Sekayu mencapai 18,7%. Capaian tersebut diperoleh dari
perbandingan realisasi persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
sebesar 9,37% dengan target yang ditetapkan sebesar 50%.
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Berikut ini tabel persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada
tahun 2018:

2016 1 80
2017 2 67
2018 6 64
Tabel 22
Indikator 6 : Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan

terhadap layanan peradilan

Tabel 23

Ukuran realisasi indikator Index responden pencari keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan adalah perbandingan antara jumlah kepuasan terhadap layanan
peradilan. Pada tahun 2018 capaian indikator Index responden pencari keadilan yang
puas ferhadap layanan peradilan Pengadilan Negeri Sekayu mencapai 80,5%. Capaian
tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi antara jumlah kepuasan terhadap layanan
peradilan sebesar 87% dengan target yang ditetapkan sebesar 70%.

Sasaran Il : Peningkatan Efekiitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk mengambarkan pengelolaan penyelesaian perkara
secara cepat efektif dan efisien. Penyelesaian ini baik dimulai dari pemberkasan sampai
in craht nya putusan.

Peningkatan pegelolaan penyelesain perkara di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas I,
direalisasikan dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan, Indikator Kinerja
yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator
kinerja yang harus diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada
tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :
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a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak 95% 100% 105%
Tepat Waktu

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 50% 1,9% 3,8%

c. Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, 100% 100% 100%

Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu
d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian 90% - -

Masyarakat yang dapat diakses secara Online dalam
waktu 1 hari setelah putus PK

Tabel 24
Analisis pencapaian target indikator kinerja pada sasaran 2 (Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara), di uraikan sebagai berikut :

Indikator 1 : Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tapat wakiu

Tepat Waktu

Tabel 25
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh pihak
tepat waktu adalah perbandingan antara jumiah putusan yang diterima para pihak tepat
waktu dengan jumlah putusan. Pada tahun 2018 capaian persentase isi putusan yang
diterima oleh pihak tepat waktu Pengadilan Negeri Sekayu mencapai 105%. Capaian
tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi antara jumlah putusan yang diterima para
pihak tepat waktu dengan jumlah putusan sebesar 100% dengan target yang ditetapkan
sebesar 95%.

Indikator 2: Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 1,9% 3,8%

Tabel 26
Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan adalah
perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi kemudian dibagi
dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100%. Realisasi persentase
keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi sebesar 1,9% diperoleh dari
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perbandingan jumlah perkara perdata gugatan yang berhasil diselesaikan melalui
mediasi pada tahun 2018 sebanyak 1 perkara dengan jumlah perkara perdata gugatan
yang masuk dan sebanyak 32 perkara.

Indikator 3 : Persentase berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat wakiu

kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Tabel 27

Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasisi dan PK secera lengkap
target pencapainnya 100% baik perdata maupun pidana, dan kenyataan realisasi juga
100%.

Berikut ini tabel persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan pk secara
lengkap dan tepat waktu pada tahun 2018 :

o Perdata 47 45 1 12 3
Pidana 1083 1035 29 13 -
Perdata 67 56 10 6 2
2017
Pidana 1156 1155 47 29 -
Perdata 80 78 16 6 3
2018
Pidana 1018 1100 22 6 -
Tabel 28

Indikator 4: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online dalam wakiu 1 hari setelah
diputus

Tabel 29
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Pada tahun 2018 capaian Persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada
Pengadilan Negeri Sekayu mencapai 0%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan
realisasi putusan perkara tipikor dengan jumlah perkara tipikor yang diputus sebesar 0%
dengan target yang ditetapkan sebesar 90%.

| Sasaran Ill : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan |

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 0% 0% 0%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di luar 50% 100% 100%
Gedung pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 20% 20% 100%
Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tabel 30

Analisis pencapaian target Indikator Kinerja pada sasaran 3 (Meningkainya akses
peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ), di uraikan sebagai berikut :

Indikator 1: Persentanse perkara prodeo yang diselesaikan

Tabel 31

Jumlah Perkara yang diajukan secara predeo pada tahun 2018 sebanyak 0 Perkara,
untuk capaian persentase perkara predeo yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri
Sekayu mencapai 0%. Target perkara yang diselesaikan tahun 2018 sebesar 0% dari
perkara yang diajukan, sehingga persentase capaian sebesar 0%.
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Indikator 2 : Persentase perkara yang dapat diselesaikan di luar gedung pengadilan

Persentase perkara yang dapat diselesaikan di luar gedung| 50% 100% 100%
pengadilan

Tabel 32

Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il membawahi 2 (dua)
kabupaten yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Untuk
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan untuk wilayah Kab.
Banyuasin diadakan sidang zitting plaat. Jumlah perkara yang dimohonkan sidang luar
gedung Pengadilan dan diselesaikan sebanyak 610 perkara. Target yang dimohonkan
sidang luar gedung pengadilan tahun 2018 sebesar 50%, sehingga persentase capaian
sebesar 100% sama dibandingkan dengan tahun 2017 persentase capiannya.

Indikator 3: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang 20% 20% 100%
mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Tabel 33
Jumiah pencari keadilan yang mengajukan layanan untuk mendapatkan bantuan
hukum sebanyak 26 orang, dengan jenis layanan bantuan hukum pendampingan,
konsultasi, dan litigasi. Target yang ditetapkan sebesar 20%. Sedangkan ukuran
capainnya adalah perbandingan persentase realisasi perkara yang terlayani melalui
posbakum sebesar 20% dengan target yang ditetapkan sebesar 20%.

Sasaran IV : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan |

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepatuhan masyarakat terhadap
putusan pengadilan yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peningkatan kepatuhan
terhadap putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II, direalisasikan
dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan, Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini

PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS If [LKJiP 2018 -



meliputi 1 (satu) Indikator Kinerja yang harus diselesaikan. Pencapaian farget Indikator
Kinerja sasaran ini pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti ( Dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti 80% 82% | 10,2%
(Dieksekusi)

Tabel 34

Target yang ditetapkan sebesar 80%. Sedangkan ukuran capaiannya adalah
perbandingan persentase realisasi putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti
(dieksekusi) dengan target yang ditetapkan sebesar 80%. Sehingga realisasi tingkat
kepatuhan terhadap putusan perkara pedata sebesar 8,2%.

A3 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2018 dengan target jangka

Indikator kinerja sefiap tahun bertujuan untuk menggambarkan tugas, fungsi dan
peran Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih, jujur, serta akuntabel hal ini sebagaimana diuraikan dalam indikator kinerja tahun
2018.

Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2018 tersebut selanjutnya dirinci pada
pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan
Negeri Sekayu Kelas Il ini menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dihasilkan, serta
perubahan perbaikan kondisi aparatur yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Pengadilan
Negeri Sekayu Kelas Il adalah sebagai berikut :
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Pencapaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Rencana Jangka Menengah perencanaan strategi
Pegadilan Negeri Sekayu

1 Terwujudnya . Persentase sisa pekara yang
Proses Peradilan diselesaikan :
yang pasti, - Perdata 100% 95,6% 95,6%
fransparan dan - Pidana 100% 100% 100%
akuntabe b. Persentase  perkara yang
diselesaikan tepat waktu :
- Perdata 80% 88,3% 110%
- Pidana 95% 87,9% 92,5%
c. Persentase penurunan sisa
perkara :
- Perdata 70% 52,1% 69,4%
- Pidana 70% 61,3% 81,7%
d. Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan
Upaya Hukum :
- Banding 90% 90,7% 100%
- Kasasi 90% 92,2% 102%
- PK 90% 92,7% 103%

e. Persentase perkara pidana| 50% 9,37% 18,7%

Diversi
f. Index responden pencari| 70% 87% 80,5%
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan
2 | Peningkatan a. Persentase isi putusan yang| 95% 100% 105%
Efektifitas diterima oleh pihak tepat wakiu
Pengelolaan
Penyelesaian b. Persentase perkara yang 50% 1,9% 3,8%
Perkara diselesaikan melalui Mediasi
c. Persentase  berkas perkara| 100% 100% 100%
yang diajukan Banding,
Kasasi dan PK secara lengkap
dan tepat waktu
d. Persentase putusan perkara 90% - -
masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1
hari setelah diputus
3 | Meningkatnya a. Persentase perkara prodeo 0% 0% 0%
Akses Peradilan yang diselesaikan
oy g Perseniase perkara _ yang| 50% | 100% | 100%
Terpinggirkan dapat diselesaikan di luar

Gedung pengadilan
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Meningkatnya c. Persentase Pencari Keadilan 20% 100%
Kepatuhan golongan tertentu yang

terhadap Putusan Mendapat Layanan Bantuan

Pengadilan. Hukum (Posbakum)

Meningkatnya Persentase  Putusan  Perkara 8.2% 10,2%
Kepatuhan Perdata yang  Ditindaklanjuti

terhadap (dieksekusi)

Putusan

Pengadilan

Tabel 35
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Selanjutnya bagian berikut akan menjelaskan dan merinci masing-masing tujuan
beserta sasaran strategis dan indikator kinerjanya.

Para pencari keadilan merasa terpenuhi adalah kefika semua unsur sasaran
kegiatan telah terlaksana dengan baik yang didukung oleh SDM aparatur yang kompeten
dan bertanggung jawab serta didukung dengan anggaran yang cukup guna pelaksanaan
dukungan, sehingga ketika pencari keadilan ingin mendapatkan haknya di pengadilan
dengan mudah dicapai. Antara lain :

Sisa Perkara yang diselesaikan,

Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Penurunan sisa perkara

Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Perkara pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Isi putusan yang diterima oleh pihak tepat wakiu

Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Perkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat

waktu

10. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari setelah diputus

11. Perkara prodeo yang diselesaikan

12. Perkara yang dapat diselesaikan di luar Gedung pengadilan

13. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

14. Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

© ©® N O O AW N -

Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il optimis dapat melewati sasaran strategis yang
telah ditetapkan dalam renstra 2015-2019. Agar dapat mempertahankan dan
meningkatkan hasil di tahun berikutnya maka Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il harus
tetap mempersiapkan dan menata masing-masing bagian untuk melaksanakan tugas
dan fungsinya yang antara lain :
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Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani masyarakat serta penyusunan
rencana anggaran yang dibutuhkan dan tatalaksana serta evaluasi dan pelaporan di

lingkungan kepaniteraan pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II.

. Kepaniteraan Perdata

Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani masyarakat, penyusunan
kebutuhan sarana, rencana anggaran yang dibutuhkan, percepatan pelayanan
perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II.

. Kepaniteraan Hukum

Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani masyarakat serta penyusunan
rencana anggaran yang dibutuhkan, serta tatalaksana, evaluasi dan pelaporan di
lingkungan kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II.

. Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.

Tertatanya kepegawaian jabatan strukiural dan jabatan fungsional, terciptanya
disiplin kerja dengan digunakannya absen finger print, terciptanya perhitungan absen
remunerasi, absen uang makan, terciptanya kenaikan pangkat, cuti, KGB, dan tugas-
tugas lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II.

. Bagian Umum dan Keuangan.

Terkelolanya keuangan yang akuntabel, fransparan antara lain terlaksananya
pembayaran gaji, kekurangan gaji, kenaikan gaji rapel, uang makan, remunerasi dan
tunjangan lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il serta
terkelolanya pelayanan administrasi umum yang optimal. Terlaksananya bidang
pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan
perpustakaan, teknologi informatika, terdokumentasinya dan terdistribusinya surat-
surat, terkelolanya perlengkapan sarana dan prasarana. Terlaksanaya pembinaan
sikap mental keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga, di lingkungan Pengadilan
Negeri Sekayu Kelas II.

. Bagian Perencanaan Tl dan Pelaporan .
Terkoordinasi dan terbinanya staf dalam melayani Internal perkantoran serta
penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan, perawatan IT dan evaluasi dan

pelaporan di lingkungan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II.
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A4. Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative
solusi yang telah dilakukan

NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN

Terwujudnya a. Persentase  sisa pekara
Proses  Peradilan yang diselesaikan :

yang pasti, - Perdata 100% 95,6% 95,6%

transparan dan - Pidana 100% 100% 100%

akuntabel b. Persentase  perkara yang
diselesaikan tepat waktu :

- Perdata 80% 88,3% 110%

- Pidana 95% 87,9% 92,5%

perkara : 70% 52.1% 69,4%
- Perdata 70% 61,3% 81,7%

d. Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum : 90% 90,7% 100%

- Banding 90% 92,2% 102%
- Kasasi 90% 92,7% 103%
- PK

e. Persentase perkara 50% 9,37% 18,7%
pidana Anak yang

f. Index responden pencari| 70% 87% 80,5%
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

Peningkatan Efekfifitas | a. Persentase isi putusan yang| 95% 100% 105%

Pengelolaan diterima oleh pihak tepat

Penyelesaian Perkara wakiu

b. Persentase perkara yang 50% 1.9% 3.8%
diselesaikan melalui
Mediasi

c. Persentase berkas perkara| 100% 100% 100%
yang diajukan Banding,
Kasasi dan PK secara
lengkap dan
tepat waktu

d. Persentase putusan perkara 90% - -
yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam
wakiu 1 hari setelah
diputus
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Meningkatnya Akses | a. Persentase perkara prodeo 0% 0% 0%

Peradilan bagi yang diselesaikan
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan b. Persentase perkara yang | 50% 100% 100%

dapat diselesaikan di luar
gedung pengadilan

c. Persentase Pencari 20% 20% 100%
Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)
Meningkatnya Persentase Putusan Perkara 80% 8,2% 10,2 %
Kepatuhan Perdata yang Ditindakianjuti
terhadap Putusan (dieksekusi)
Pengadilan
Tabel 37

Didalam tabel pengukuran kinerja diatas dapat terlihat kinerja Pengadilan Negeri
Sekayu Kelas Il pada tahun 2018 yang jelas mengalami peningkatan dari target yang
telah ditentukan. Hal ini tidak terlepas dari komitmen para Unsur yang terdapat dalam
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas |l yaitu melayani dengan semboyan kerja cepat, kerja
tepat, kerja giat yang menjadi motifasi Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il dalam meraih
ISO 9001:2015 dari BSI.

Namun hal ini dapat lebih di optimalkan dengan tanpa adanya sumber daya
manusia yang rangkap jabatan, sehingga jika ditambah lagi SDM yang cakap dan sesuai
kriteria yang dimaksudkan maka tidak dipungkiri peningkatan yang lebih signifikan
diharapkan akan terjadi.

Didalam tahun 2018 Pengadilan Negeri Sekayu Kelas || memiliki komitmen
berinovasi demi kepuasan para pencari keadilan telah berupaya merubah system
tatanan standard operasional prosedur (SOP) terhadap perkara permohonan menjadi
terstandarisasi sesuai dengan standar ISO 9001:2015 sehingga pemeriksaan perkara
permohonan yang tadinya memiliki waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sampai
dengan proses minutasi, menjadi dapat diselesaikan hanya dalam waktu kurang lebih 1
minggu dari proses pendaftaran dengan sistem ‘one day publish one day servicé'

Sistem ‘one day publish one day service” sebagai tolak ukur peningkatan
penyelesaian perkara permohonan dapat dilihat dari jumlah perkara di tahun 2018 dapat
diselesaikan sejumilah 40 perkara permohonan dari 39 Perkara permohonan yang masuk
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sehingga persentase penanganan perkara permohonan sefelah adanya system
terstandarisasi ISO 9001:2015 adalah sebesar 100% (Seratus persen).

REKAPITULASI PERKARA PERDATA PERMOHONAN TAHUN 2018

TA
i o SisaAwal m?mmm | SisaAkhir
1 Januari 1 4 4
2 Februari 1 2 2 1
3 Maret 1 4 3 1
4 April 2 0 2 2
5 Mei 0 5 2 0
6 Juni 3 1 2 3
7 Juli 2 5 7 2
8 Agustus 0 5 3 0
9 September 2 3 3 2
10 Oktober 2 2 4 2
11 Nopember 0 6 4 0
12 Desember 2 2 4 2
TOTAL JUMLAH 16 39 40 15
Tabel 38
A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il dengan menganalisa beban kerja yang harus
diselesaikan masih belum sesuai, dikarenakan beban perkara pertahun Perkara Perdata
(gugatan dan permohonan) sebanyak 80 perkara sedangkan Perkara Pidana (biasa dan
anak) sebanyak : 1082 Perkara sehingga total perkara pada tahun 2018 Pengadilan
Negeri Sekayu Kelas Il memeriksa dan mengadili sebanyak 1162 perkara, jika
dibandingkan dengan jumlah Hakim, Panitera Pengganti serta Jurusita Pengganti juga
Staf Kepaniteraan maupun Staf Kesekretariataan maka jumlah perkara sejumiah
tersebut diatas tidaklah sebanding dengan jumiah aparatur yang ada di Pengadilan
Negeri Sekayu Kelas I, hal ini dapat dilihat dari adanya rangkap jabatan antara Staf
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kepaniteraan maupun Kesekretariatan yang merangkap menjadi Jurusita Pengganti.
Oleh karena itu Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il membutuhkan tambahan Sumber
Daya Manusia. Dalam hal ini kami Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il tidak berkompeten
untuk melakukan rekruitmen sumber daya manusia, akan tetapi kami mengajukan surat
permintaan penambahan Pegawai Negeri Sipil kepada Pengadilan

Pegawai Negeri Sipil yang kami butuhkan adalah sebagai berikut :
= Pegawai Negeri Sipil pada bidang Administrasi :

a. Kepaniteraan Muda Perdata sebanyak : 2 (dua) orang
b. Kepaniteraan Muda Hukum sebanyak : 2 (satu) orang
c. Kepaniteraan Muda Pidana sebanyak : 3 (tiga) orang
d. Sub. Bagian Kepegawaian, organisasi dan tata laksana : 2 (dua) orang
e. Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi : 2 (dua) orang

Dan Perencanaan
f. Sub. Bagian Umum dan Keuangan : 2 (dua) orang

A.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pemyataan kinerja
Dalam tahun 2018 Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il memiliki Program/kegiatan
yang menunjang Keberhasilan dalam pencapaian yang telah ditargetkan dalam Rencana
Strategis tahun 2015-2019 diantaranya adalah 3 (tiga) program yang telah ditetapkan
oleh Mahkamah Agung RI. Untuk dilaksanakan oleh Pengadilan sebagai ekstraksi dari
berbagai kebijakan yang telah dicanangkan secara efektif dan efisien yaitu:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINYA MAHKAMAH AGUNG.

4 Percepatan penanganan perkara sebagaimana SEMA Nomor: 2 Tahun 2012
Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il berkomitmen untuk senantiasa tepat waktu
dalam menyelesaikan perkara-perkara yang masuk setiap tahunnya sebagaimana
tertera dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, namun didalam
pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yaitu berhubungan dengan
penangan perkara yang harus melalui Pemanggilan Para Pihak atau Pihak melalui
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Delegasi keluar wilayah yuridikasi Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il terutama
Delegasi luar wilayah Negara Republik Indonesia.

2. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

4 Pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan,Pengadilan Negeri Sekayu Kelas ||
telah melaksanakan sepenuhnya apa yang termuat dalam PERMA Nomor 7
Tahun 2017 tersebut terutama pada Bagian Keempat Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Paragraf |, Paragraf 2, serta pada bagian keempat Kesekretariatan
Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Pragraf 1, Paragraf 2, diharapkan dengan
adanya pemisahan antara Kepaniteraan dengan Kesekretariatan maka Pengadilan
Negeri Sekayu Kelas Il bisa lebih akuntable dalam setiap Pelaporan dan kebijakan
pimpinan yang dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, hal mana dari PERMA
tersebut telah membuka suatu peluang bagi Peningkatan Manajemen Peradilan
Umum, karena dengan terpisahnya sarana Teknis dan Non teknis maka sefiap
Unsur yang ada di Pengadilan melaksanakan dengan sepenuh hati akan tanggung
jawab dan tugasnya masing-masing.

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MA

< Peningkatan Nominal Alokasi Anggaran Satuan Kerja dibawah Mahkamah Agung
yang signifikan

Dengan peningkatan Pagu Anggaran bagi Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur MA yang tetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Badan
Urusan Administrasi diharapkan akan menjadikan Aparatur MA di Satker
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il menjadi lebih sejahtera dan tercukupi,
sehingga Pelayanan bagi Masyarakat Pencari Keadilan dapat lebih ditingkatkan
hal ini sejalan dengan ditambahnya Sarana berupa Laptop, CPU Komputer, Printer,
Server, dan hal-hal yang bersifat menunjang lainnya yang berhubungan dengan
proses penyelesaian perkara, dan Prasarana yang berupa Tunjangan dan
Honorarium bagi petugas pelaksana untuk memotivasi semangat dalam pelayanan
masyarakat,
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Ketiga Program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut telah diterapkan

dan dijadikan acuan guna mewujudkan tujuan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas I

didalam RENSTRA Tahun 2015 — 2019 yaitu :

Tujuan 1: Pencari Keadilan merasa Kebutuhannya dan Kepuasannya terpenuhi;

Tujuan 2: Setiap Pencari Keadilan dapat Menjangkau Badan Peradilan;

Tujuan 3: Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparat Pengadilan
Negeri Sekayu;

Dalam mewujudkan ketiga tujuan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu Kelas I

selalu berkomitmen dengan sebaik-baiknya seiring sejalan dengan Reformasi

Birokrasi Mahkamah Agung Rl yang memiliki tujuan mulia yaitu “mewujudkan

badan peradilan yang agung” yang mana diharapkan pengadilan menjadi sahabat

bagi masyarakat terutama bagi para pencari keadilan.

Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il turut serta akfif dalam memerangi “Mafia

Keadlilan”dan hal-hal yang bisa merusak harkat dan martabat Pengadilan di mata

khalayak umum (Masyarakat) dengan dilaksanakannya Pencanangan Zona

Integritas, Penandatanganan Pakta Integritas, serta demi terwujudnya Wilayah

Bebas dari Korupsi, Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target
rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) tahun 2018 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, Meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan
Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, Meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2018, jumlah anggaran DIPA seluruhnya adalah sebesar
Rp.5,755.056.000,- (lima milyar tujuh ratus lima pulih lima juta lima puluh enam ribu rupiah).
Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il tahun anggaran 2018,
rincian pagu awal, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan
DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :
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1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pagu dan Realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah
sebagai berikut :
DIPA 01 : Rp.5.755.056.000,- (lima milyar tujuh ratus lima pulih lima juta lima puluh enam
ribu rupiah) adapun rincian sebagai berikut :

Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 4.119.020.000 | 4116474393 |  2731491| 99.94%
Pegawai

Belanja _ Non  Operasional | _ 100.000.000 |  98.097.489 1902511 | 98.10%
Perkantoran

Penyelenggaraan _ Operasional | 913036000 |  818.066.664 | 94769336 | 89.62%

4.500.000.000 - '

® Pembayaran Gaji dan
4.000.000.000 b it
3.500.000.000 -
3.000.000.000 = Belanja Non
Operasional
2.500.000.000 Perkantoran
2.000.000.000 -
 Penyelenggaraan
1.500.000.000 - Operasional dan
Pemeliharaan
1.000.000.000 Perkantoran
s h}g - - Program Peningkatan
o i G s Sarana dan Prasarana
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a. Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai mendapat Anggaran sebesar
Rp.4.119.020.000,- (Empat milyar seratus sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah).
Realisasi Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut :

" | Bolanja Gaj Pokok PNS TBA2585000 | 1841461060  1123080] 9994
2. | Belanja Pembulatan Gajl PNS 33,000 32568 1316 | 96.01
3. | Belanja Tunjangan Suamiisti PNS | 120.281.000 120253252 77748 | 9998
7. Belanja Tunjangan Anak PNS 36.706.000 36.637.488 88512 | 9981
5. | Belanja Tunjangan Struktural PNS 23.360.000 23.340,000 20000 | 9991
6. | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 1487.860.000 | 1487.860.000 o[ 10000
7. Belanja Tunjangan PPH PNS 148.251.000 148222585 26415 | 9998
8| Belanja Tunjangan Beras PNS 100.500.000 100,446 540 53460 | 9995
9. | Belanja Uang Makan PNS 313379000 | 312180000 | 1199000 9962
10, | Belanja Tunjangan Umum PNS 46.065.000 46,040,000 210000 | 9954

Total 4119020000 | 4.116.474.393 2731491 9994

Tabel 40

b. Untuk Belanja Non Operasional Perkantoran mendapat anggaran sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Non Operasional

Perkantoran sebagai berikut :
1. | Belanja Bahan T Tes00m0] 7617700 8800 %025%
2. | Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri | 80.480.000 | 80.479.789 | 2.330.395 | 98.10%

Tabel 41

c. Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran mendapat
anggaran sebesar Rp.913.036.000,- (semnilan ratus tiga belaas juta tiga puluh enam
rupiah). Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran sebagai berikut :

PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS Il [LKJP 2018 -



1. | Belanja Keperluan Perkantoran 272300000 | 258966482 | 13333518 | 95.10
2. Belanja Pengiriman Surat Dinas | 15.000.000 8.243.200 | 6.756.800 | 54.95
Pos Surat
o Belanja Honor Operasional Satuan | 52.800.000 52.800.000 0 100
Kerja
4. Belanjang Barang Operasional | 21.000.000 20.986.364 13636 | 99.94
Lainnya
5. Belanja Barang Persediaan Barang | 73.896.000 72.936.000 960.000 | 98.70
Konsumsi
6. Belanja Langganan Listrik 202.500.000 145.089.136 | 57.410.864 | 71.65
£ Belanja Langganan Telepon 6.600.000 2536.339 | 4.063.661 | 3843
8. Belanja Langganan Air 15.900.000 5.074.000 | 10.826.000 | 31.91
9. Belanja Pemeliharaan Gedung dan | 155.750.000 154.883.000 867.000 | 99.44
Bangunan
10. | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 75.540.000 75.002.143 537857 | 99.29
Mesin
11. | Belanja perjalanan biasa 21.750.000 0 0 100
Tabel 42 | |
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana mendapat anggaran sebesar
Rp.623.000.000 (enam ratus dua puluh tiga juta rupiah) Sarana dan Prasarana
sebagai berikut :
1. | Belanja Modal Gedung dan | 623.000.000 620.562.000 | 2.438.000 | 99.61
mm < e = ==
Tabel 43

DIPA 03 : Rp.588.850.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima
puluh ribu rupiah) Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Sebagai berikut :
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Belanja Perjalanan  dinas | 288.000.000 | 285.157.000 | 4.383.000 | 98.84%
Zitting Plaatz
92915000 | 90.172.700 | 2.742300 | 97.20

155.715.000

350.000.000 -

200.000.000

Grafik 8

m Belanja Zitting Plaat
» Belanja Baran Non Operasional
m Belanja Barang Non Operasional

Lainnya
 Belanja Barang Operasional2
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2018 merupakan gambaran capaian
kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan
peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sekayu tahun
2018 telah dapat memeenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada
beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaiakan untuk tahun 2018.

Pencapaian seluruh sasaran tersebut menunjukkan adanya komitmen dari seluruh
jajaran Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il untuk berkontribusi nyata dan berperan serta
dalam program pelayanan hukum secara nasional. Keberhasilan dan ketidakberhasilan
capaian kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang periu dicermati guna peningkatan kinerja di
masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara
optimal melalui pendekatan efisiensi dana yang tersedia dan perencanaan yang baik.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il tahun 2018 diharapkan dapat
memberikan gambaran fentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il serta sebagai wujud tranparansi dan akuntabilitas
Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta
kewajiban yang diembannya.

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Sekayu Kelas
Il telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih dan berwibawa, sebagai pondasi
dasar untuk melanjutkan pencapaian tujuan dan visi pada dari tahun ke tahun berikutnya.
Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal,
akan tetapi kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal
mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka
terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan Umum sebagaimana
diharapkan.

PENGADILAN NEGERI SEKAYU KELAS II [LKJP 2018 -



Permasalahan-permasalahan yang fimbul ditahun 2018 seperti keterlambatan
pelaksanaan kegiatan, kualitas dan kuantitas SDM, keterbatasan prasarana dan sarana akan
diantisipasi di tahun 2018 dengan akan terus mengontrol pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan yang direncanakan, mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi keahlian
pengadaan barang/jasa pemerintah, Kearsipan, Jurusita Pengganti, Panitera Pengganti dan
lain sebagainya.

Pada bidang kinerja pelayanan publik telah dilakukan perbaikan dan penyempumaan
pelaksanaan tugas, di antaranya dengan memberikan pelayanan prima dalam penerimaan
perkara, pemanggilan para pihak, meningkatkan disiplin pelaksanaan persidangan,
meningkatkan ketepatan waktu dalam memberikan produk pengadilan yang dibutuhkan
masyarakat, serta membuka secara luas akses masyarakat terhadap informasi pengadilan
sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada tahun 2011 Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il
telah mulai menerima pengaduan masyarakat sehubungan dengan jalannya proses peradilan.

Adapun permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il adalah sebagai
berikut:
1. Aspek Proses Peradilan
e Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il relatif sudah dapat diunduh / diakses
cepat oleh masyarakat sehingga sekarang masyarakat sudah mulai merasa puas.
e Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat
pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II.
e Kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi eksternal maupun intemal
dalam proses penyelesaian administrasi perkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
e Rekruitmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan
kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II.
e Kurangnya tenaga administrasi pada Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il yang
sesuai dengan kompetensinya.
e Pengadian Negeri Sekayu Kelas Il tidak memiliki izin dan anggaran yang cukup
untuk merekrut tenaga khusus sesuai dengan kebutuhan Pengadilan diluar
rekruitmen PNS.
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3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
e Belum adanya sistem pemberian reward kepada pegawai yang berprestasi.
e Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
e Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi sudah ada dan tersedia
namun masih periu penyempurnaan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
e Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Il dari pusat belum sesuai
dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

Menyadari sifat gphemiral (keterbatasan dalam berbagai hal), kami yakin laporan ini
sangat jauh dari kesempumaan dalam penyajian prinsip tranparansi dan akuntabilitas seperti
yang diharapkan, namun harapan kami semoga masyarakat atau pihak yang berkepentingan
bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Sekayu
Kelas Il dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan tugas dalam
memberikan pelayanan hukum kepada mayarakat maupun pengelolaan prasarana dan
sarana. Mudah-mudahan di masa datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang
berkepentingan terhadap LKjIP ini, penyempumaan akan terus dilakukan.

B. REKOMENDASI

1. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Peradilan Umum dimasa
mendatang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung Rl untuk dapat meningkatkan
anggaran DIPA diantaranya anggaran operasional kantor, anggaran pemeliharaan sarana
dan prasarana gedung, dan belanja modal untuk menunjang fasilitas pada Pengadilan
Negeri Sekayu Kelas II.

2. Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para personil/pegawai
Peradilan Umum, maka dimohonkan pada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi
Palembang secara terus-menerus dapat mengadakan pelatihan baik dibidang teknis
maupun non teknis yang lebih khusus pengembangan bidang IT.

3. Dimohonkan pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Mahkamah Agung RI untuk dapat
mempertimbangkan penambahan tenaga pegawai negeri sipil pada Pengadian Negeri
Sekayu dengan jumlah SDM 30 Pegawai dan tidak seimbang dengan volume perkara dari
tahun-ketahun mengalami peningkatan.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM SANTOSO, S H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sekayu
Selanjuinya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. MOCHAMAD DJOKO,S.H., M.HUM.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Sekayu, 02 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Sekayu
Pihak Pertama

NIP.1976041719990310



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI! SEKAYU

NO | SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET !
| 1 Terwujudnya proses @. Persentase sisa perkara yang
peradilan yg pasti, | diselesaikan :
transparan, dan akuntabel ! «Perdata 80%
s Pidana 100%
b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat wakiu
«Perdata 70%
o Pidana 0%
c. Persentase penurunan sisa perkara
e Perdata 60%
e Pidana 70%
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
e Banding 80%
e Kasasi 40%
o PK 20%
L:- Perseniasi Perkara Pidana Anak | 10%
r. index responden pencari keadilan| 80%
yang puas terhadap layanan
peradiian
2 | Peningkatan  Efekfifitas ? Persentase isi pufusan vyang| 100%
Pengeiolaan diterima oleh para pihak tepat waktu
 Penyelesaian Perkara b. Persentase Perkara yang 2%
i fiasi
c. Persentase berkas perkara yang 80%




secara lengkap dan tepat waktu
4. Persentase putusan perkara yang! 20%
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
wakiu 1 hari setelah diputus

3 | Meningkatnya Akses p. Persentase perkara prodeo yang -
peradilan bagi masyarakat | diselesaikan
miskin dan terpinggirkan b. Persentase Perkara yang -
diselesaikan di luar gedung
pengadiian

c. Perseniase pencari keadilan | 60%
golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum
(Posbakum)
4 Meningkatnya kepatuhan | Persentase Putusan Perkara perdata 3%
terhadap putusan | yang ditindakianjuti (dieksekusi)
pengadilan
Kegiatan : Jumiah Anggaran :

1. DIPA-005.01.2.099003/2019 Rp.4.886.960.000,-
2. DIPA-005.03.2.099233/2019 Rp. 323.400.000,-

Sekayu, 02 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Sekayu
Pihak Pertama

NIP.197604171999031002

“NIP. 195605051983031003
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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU

NOMOR: W6.U7/ 1 60/KP.04.12/1/2019

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SEKAYU TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU

Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk
dan mengangkat Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Pada
Pengadilan Negeri Sekayu;

Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap
dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama
Tahun 2019 Pada Pengadilan Negeri Sekayu;

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusun
Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ke
atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-
masing;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor :
SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsi;



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun
2012;

MEMUTUSKAN

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tentang
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2019 Pada Pengadilan Negeri Sekayu;

Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam
jabatan sebagaimana tercantum dalam jalur tiga dalam Lampiran Keputusan
ini sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 pada
Pengadilan Negeri Sekayu;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat Keputusan Pengadilan Negeri Sekayu sebelumnya yang menyangkut
perihal sama dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ditetapkan  : SEKAYU
Pada tanggal :02 JANUARI 2019




Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu

Tanggal : 02 Januari 2019

Nomor : W6.U7//&0IKP.04.12//2019

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI SEKAYU TAHUN 2019

DITUNJUK / DIANGKAT

NO NAMAI/NIP JABATAN SEBAGAI KET

1 IMAM SANTOSO, SH Ketua Pelindung/Penasihat
19760417 199903 1 002

2 ETI KOERNIATI, SH., MH Ketua
19760417 199903 1 002 Wakil Ketua

3 M. HADLI, S.H., M.H. Panitera Koordinator Administrasi
19670515 199003 1 007 Teknis

4 RESSY MIRLIANA SARI, SH., MH Sekretaris Koordinator Administrasi
19800831 200604 2 001 Umum

5 ERDHA OCTARINA, A.MD Staf Sub Bagian Sekretaris
198810172009122008 Perencanaa, IT dan

Pelaporan

6 AHMAD LETONDOT BASARIN, S.H., MH Panitera Muda Hukum Anggota
19801221 200502 1 001

T WAHYU AGUS SUSANTO, SH., M.H Plt.Panitera Muda Pidana Anggota
198008232006041003

8 RENDY HERMANA, SH Panitera Muda Perdata Anggota
198405072006041002

9 SAHRURI S.Kom. Kepala Sub Bagian Anggota
19860320 200904 1 003 Umum dan Keuangan

10 | SHANDIWURI SUNKAR, SH., M.H Kepala Sub Bagian Anggota
19890917 201212 2 001 Kepegawaian,

Organisasi, Dan Tata
Laksana
11 | METALIARISTA, S.E. Kepala Sub Bagian Perc. Anggota

19840828 200912 2 008

Tl dan Pelaporan




Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
NOMOR: W6.U7/ /59 IKP.04.12/1/2019

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

o

PENGADILAN NEGERI SEKAYU TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU

Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan
mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
pada Pengadilan Negeri Sekayu;

Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan
mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi
Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sekayu;

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusun
Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ke
atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-
masing;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama;



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor :
SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsi;

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 11 Tahun 2011, tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tentang
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Sekayu.

Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam jabatan
sebagaimana tercantum dalam jalur tiga dalam Lampiran Keputusan ini sebagai
Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun
2019 pada Pengadilan Negeri Sekayu;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat Keputusan Pengadilan Negeri Sekayu sebelumnya yang menyangkut

perihal sama dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ditetapkan : SEKAYU
Padatanggal :02 JANUARI 2019

KETUA EGERI SEKAYU

3
r4 =

IMAM O, S.H.
31002

1X




Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu

Tanggal :02 Januari 2019

Nomor : W6.U7//59/KP.04.12/112019

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN NEGERI SEKAYU TAHUN 2019

DITUNJUK / DIANGKAT

NO NAMA/NIP JABATAN SEBAGAI KET

1 IMAM SANTOSO, S.H Ketua Pelindung/Penasihat
19760417 199903 1 002

2 ETI KOERNIATI, SH., MH Ketua
19760417 199903 1 002 Wakil Ketua

3 M. HADLI, S.H., M.H. Panitera Koordinator Administrasi
19670515 199003 1 007 Teknis

4 RESSY MIRLIANA SARI, SH., MH Sekretaris Koordinator Administrasi
19800831 200604 2 001 Umum

§ ERDHA OCTARINA, A.MD Staf Sub Bagian Sekretaris
198810172009122008 Perencanaan , Tl dan

Pelaporan

6 AHMAD LETONDOT BASARIN, S.H., MH Panitera Muda Hukum Anggota
19801221 200502 1 001

7 WAHYU AGUS SUSANTO, SH., MH Plt.Panitera Muda Pidana Anggota
198008232006041003

8 RENDY HERMANA, SH Panitera Muda Perdata Anggota
198405072006041002

9 SAHRURI S.Kom. Kepala Sub Bagian Anggota
19860320 200904 1 003 Umum dan Keuangan

10 | SHANDIWURI SUNKAR, SH.,MH Kepala Sub Bagian Anggota
19890917 201212 2 001 Kepegawaian,

Organisasi, Dan Tata
Laksana
11 | METALIARISTA, S.E. Kepala Sub Bagian Perc. Anggota

19840828 200912 2 008

Tl dan Pelaporan




Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
NOMOR :W6-U7/ 202 /KP.04.12/1/2018

TENTANG
PENETAPAN REVIEW
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SEKAYU

KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/S/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi
Pemerintah;

Bahwa dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan
dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Tahun 2015 — 2019 maka Pengadilan Negeri Sekayu
perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan
Indikator Kinerja Utama (IKU).

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung. '

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang



Menetapkan

Pertama

Penyusun Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan
Negeri Pertama ke atas secara berjenjang dengan
berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara
( MenPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tenang Penetapan
Kinerja seta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi:

8. Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011, tentang
Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) TAHUN 2018 PADA PENGADILAN NEGERI
SEKAYU.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan
oleh Pengadilan Negeri Sekayu, untuk menetapkan rencana kinerja
tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun [aporan akuntabilitas
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sekayu
2015 - 2019.



Kedua

Ketiga

Keempat

Tujuan Penetapan Review Indikator Kinerja Utama ini adalah :

a. Untuk memperoleh informasi capaian kinerja yang diperiukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja.

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Surat Keputusan Pengadilan Negeri Sekayu sebelumnya yang
menyangkut perihal sama dinyatakan tida beriaku lagi.




Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
NOMOR :W6-U7/ 202 /KP.04.12/1/2018

TENTANG
PENETAPAN REVIEW
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SEKAYU

KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi
Pemerintah;

Bahwa dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2014, dan
dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Tahun 2015 — 2019 maka Pengadilan Negeri Sekayu
perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan
Indikator Kinerja Utama (IKU).

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang



Menetapkan

Pertama

Penyusun Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan
Negeri Pertama ke atas secara berjenjang dengan
berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara
( MenPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tenang Penetapan
Kinerja seta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi:

8. Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011, tentang
Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU
TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) TAHUN 2018 PADA PENGADILAN NEGERI
SEKAYU.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan
oleh Pengadilan Negeri Sekayu, untuk menetapkan rencana kinerja
tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sekayu
2015 - 2019.



Kedua

Ketiga

Keempat

Tujuan Penetapan Review Indikator Kinerja Utama ini adalah :

a. Untuk memperoleh informasi capaian kinerja yang diperiukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja.

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Surat Keputusan Pengadilan Negeri Sekayu sebelumnya yang
menyangkut perihal sama dinyatakan tida berlaku lagi.




